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ERNYATAAN ber-

sayap dari Kapolri se-

belum unjuk rasa su-
perdamai 212 bahwa ada ge-
rakan makar ternyata dibuk-
tikan dengan penangkapan 10
aktivis yang selama ini kerap
mengkritisi pemerintahan Jo-
kowi-Jusuf kalla. Kepada tujuh
orang dikenakan pasal yang
tidak main-main yaitu makar
menggulingkan pemerintah

yang sah dan ja-

hat untuk pe-

merintahan yang sah
Persangkaan  melakukan

tindakan makar kepada para
aktivis ini mengingatkan kita
pada masa berlakunya Un-
dang-Undang Subversif PNPS
No. 11 Tahun 1963, undang-
undang yang bukan saja ru-
musannya bisa melebar ke
mana-mana, juga dapat dika-
takan sebagai ambracing act
karena hanya bernapas sajalah
yang tidak bisa dijerat dengan
un ~undang subversif pa-
da waktu itu.

Penangkapan terhadap sepu-
luh aktivis ini masih bisa di-
wr‘ hatl p A g
mereka semua itu akan meng-
. gulingkan pemerintahan yang
sah atau hanya menyampaikan
pendapat dengan keras? Perde-
batan ini tentu saja tidak akan
berakhir sampai hakim memu-

L p Lah mm
terbukti melakukan tindakan
makar atau tidak.

Pasal-pasal yang disangka-
kan kepada mereka terletak pa-
da Bab I Buku IT KUHP ten-
tang kejahatan terhadap ke-
amanan negara. Misalnya
sangkaan melanggar pasal 107
KUHP dan 110 KUHP adalah
melakukan perbuatan dengan
maksud menggulingkan peme-
rintah dan diancam dengan
hukuman penjara selama-la-
manya 15 tahun. Sementara itu,

pasal 110-nya adalah permu-
fakatan jahat untuk melalukan
perbuatan makar tersebut dan
diancam dengan hukuman
yang sama yaitu 15 tahun.
Dalam terminologi hukum
pidana, p-znﬁcm:m makar ber-
asa) dari bahasa Belanda yaitu
aanslag yang berarti serangan
atau aanval. Oleh karenanya,

unsur aanslag atau makar me- -

liputi perlawanan, serangan

terhadap pemerintahan yang
_ sah dengan maksud menja-
tuhkan pemerintahan atau

menentang kebijakan yang su-
dah menjadi ketetapan dengan
melawan hukum, baik dengan
melalui  kekuatan senjata
maupun kekuatan lainnya
atau dengan cara lain. Inti pe-
ngertian makar itu sendiri
adalah gerakan sekelompok
orang yang dalam operasio-
nalnya harus merupakan ge-
rakan bawah tanah/klandestin
bukan gerakan yang terang-
terangan. Unsur utama dari

juga sebalilnya. Untuk menen-
tukan delik politik dapat dida-
sarkan empat pandangan. Per-
tama, delik politik itu ditujukan
terhadap negara dan berfungsi-
nya lembaga-lembaga negara
Kedua, pada dasarnya semua
delik yang dilakukan dengan
suatu tujuan, latar belakang,
serta tujuan politik merupakan
delik politik. Ketiga, dengan
melihat perbuatan tersebut,
mana yang lebih dominan.
Apabila yang dominan itu su-
atu kejahatan umum, perbu-
atan tersebut tidak disebutkan
sebagai delik poitik. Keempal,
dengan melihat perbuatan yang
dianggap sebagai bagian dari
suatu kegiatan politik

Delik politik merupakan de-

ke yang paling a fypisch kare=

na pelakunya dengan penuh
kesadaran berkeyakinan secara
itikad baik telah melakukan
sesuatu yang menurut ke-
yakinannya tidak bertentangan
dengan tertib masyarakal.
Bahkan, perbuatannya adalah
demi masyarakat dan keadilan,
meskipun mungkin saja perbu-
atannya itu diikuti suatu per-
buatan kekerasan. Dengan
demikian, pelaku delik politik
secara sadar menentang dan
melawan tertib hukum yang

delik makar adalah serangan,  perlaku sehingga motif pelaku
baik fisik maupun kebijakan-  giqorong olel{u;naolif n!rrll).leistik
/paham untuk menggulingkan  perbuatan-perbuatan  yang
pemerintahan yang sah. bersifat politik selalu antike-
Delik makar mensyaratkan  apanan dan selalu menen-
adanya motif politik yang me- a5 tatanan hukum yang telah
latarbelakangi delik tersebut, di 35 karena dianggap ada keti-
samping ada syaral lain yaitu  gskadilan dalam masyarakat.
adanya niat dan per Sebagaimana telah ditulis di
naan dan makar hanya 5,5 hahwa kejahatan yang di-
dapat dihukum apabila dikait-  c3pokakan kepada sepuluh ak-
kan terhadap perbuatan-perbu- i inj adalah perbuatan ma-
atan tertentu saja yaitu makar  ,r hendak menggulingkan
terhadap keamanan negara. pemerintaharl: yang sah. Keja-
- S hatan ini sebenarnya dalam
2 Delik politik  ¢.i5rahnya tidak mensyarat-
Kejahatan-kejahatan yang  ap adanya tujuan politik dari
berlatar belakang atau bertu-  perpyatannya tersebut, kecuali
juan politik sulit diukur secara  gikatakan bahwa delik politik
mﬁg;ﬁ?ﬂm&:ﬁ“ merupakan suatu contoh kla-
i Ya- 5k dari kejahatan keamanan
rakat karena dalam pengertian ;0515 Dengan demikian, di-
politik yang sah menurut satu; ijcan hahwa perbuatan yang
pihak mungkin dianggap tidak  giarr dalam kejahatan terha-

sah oleh pihak lain, demikian
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dap keamanan negara mung-
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kin bertujuan atau berlatar be-
lakang politik. Pengaturan se-
bagaimana dirumuskan dalam
Bab | Buku 11 KUHP tentang
kejahatan terhadap keamanan
negara dimaksudkan untuk
melindungi serangan individu
maupun kelompok yang de-
ngan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksakan ke-
hendak mereka terhadap ne-
gara atau kelompok warga.
Persoalan dalam penerapan
kejahatan makar ini adalah
soal persepsi, suatu perbuatan
yang mungkin saja dianggap
belum melanggar kepentingan
keamanan negara menurut
anggapan masyarakat dapat
dianggap telah melanggar oleh
pemerintah atau sebaliknya.

Terlebih lagi apabila hal terse-

but dikaitkan dengan demo-
krasi, keterbukaan, dan pe-
nyampaian pendapat. Dalam
sebuah negara demokrasi, kri-
tik sekeras apa pun harus di-
anggap sebagai kontrol ma-
syarakat terhadap negara, ja-
ngan dianggap sebagai sikap
ketidaksukaan terhadap ne-
gara apalagi dianggap sebagai
maksud menggulingkan pe-
merintahan yang sah, sebab
delik keamanan negara juga ti-
dak ada penjelasan apa yang
harus dilindungi dari negara,
pemerintahannya, rakyatnya
atau wilayahnya? Dalam kon-
Leks seperti inilah perlu dicari
apa sebenarnya yang menjadi
landasan atau peraturan ten-
tang kejahatan terhadap ke-
amanan negara.

Perbuatan-perbuatan yang
dilarang dalam makar adalah
perbuatan yang berlatar be-
lakang politik dan perbuatan
untuk mencapai tujuan politik
tersebut dapat berupa keka-
cauan di bidang politik keta-
tanegaraan, perekonomian
maupun bidang kebudayaan.
Akan tetapi, tujuan politik me-
rupakan halakat dilakukannya
perbuatan tersebut.

Di samping pasal tentang
makar, sebagian dari aktivis ini
juga dikenakan pasal 207
KUHP tentang penghinaan ter-
hadap kepala negara/presiden.
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Pasal yang perlu mendapat per-
hatian apakah pasal tepsebut
masih layak dipertahankan
atau tidak dalam KUHP Kita.
Hal ini mengingat sejauhmana
perbuatan dianggap menghina
presiden atau hanya menyam-
paikan kritik semata, sejauh-
mana batas-batas seseorang di-
anggap mengemukakan penda-
pat yang berupa knktik dan
pendapat atau penyampaian
pendapat yang merupakan
penghinaan terhadap pemerin-
tah atau presiden.

Pasal makar dan pasal
penghinaan terhadap presiden
haruslah diterapkan secara
hati-hati mengingat Indonesia
adalah negara hukum yang
menjunjung tnggi hukum dan
negara yang demokratis. De-
ngan demikian, sikap reaktif
pemerintah terhadap orang-
orang kritis terhadap kebijakan
pemerintah jangan dianggap
sebagai "niat” untuk menggul-
ingkan atau menghina peme-
rintah. Akan tetapi, harus di-
anggap sebagai koreksi ter-
hadap jalannya kehidupan

‘ kenegaraan yang dalam negara

demokrasi hal tersebut biasa
dilakukan

sebagai sarana check
and balances. ***
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